
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (21
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor g Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah,perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Ke4a
Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah
I(abupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupa.tei
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi SeLatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nbmor 27,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomoi
a27Ol;

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentangPembentukan peraturan perundang-und"rrga;
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ott
Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2Ol4 tcntangAparatur
Sipil Negara (I*mbaran Negisra Republik IndqnesiaTahun
2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republii
Indonesia Tahuq 20!4 No_mqr 244, Tambahan kmbaralr
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebqgeimnna
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Dndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perutahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlS Nomor S8, Tambihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tcntang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Talolrbahan km-baran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);

1

N
\



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (Icmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2o.16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (lcmbaran Daerah l(abupa.ten Luwu
Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA

KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otongmi seluas-

lu."ny.dalamsistem"danprinsipNegaraKesatuanRepubliklndonesia

".b.g"^i-^.r" 
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeienggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur'

5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur'

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur'

7. Badan ad.alah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

9

Daerah KabuPaten Luwu Timur'

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan 
-Perencanaan'Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur'

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

ai"-gk"t RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka

Daerah.

1O. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya-" 
Ji"-gt", RpJpD alaiah Renca-na pembangunan Jangka Panjang Daerah.

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah Rencana Ke{a Pembangunan Daerah'

12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang. selanjutnya disingkat APBD

aaaiit, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah'

13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana

Strategis.

Penelitian dan

selanjutnya
Menengah
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14. Kebrjakan Umum r

,.fr'*I:Tfu.T"fl-#,:I,s#1k:"iiiT.ffi fl ?;:ff T:a"Ii::

,. f.:"uil *."Ii"###.tn vans setanjutnya disingkat RKA adaiah

' " fffr#il i:,'ff.'ffiff ffffffi vang seranj u tnya disingkat DpA ada rah
17. T\rgas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
18' Fungsi adalah pekedaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
19' Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegaag jabatar.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)SusunanOrganisasiBadanPerencanaan,Penelitiandan
Pengembangan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaal;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian'

c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam' terdiri atas :

1. Subbidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecii Menengah'

Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;

2. Subbidang Keuangan, Penanaman Modat dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu; dan
3. Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian' Kelautan' Perikanan dan

Pangan.
d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri atas :

1. Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa'

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anak'

PerPustakaan dan KearsiPan;

2. Subbidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil' Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

3. Subbidang Pendidikarr, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah' terdiri atas :

1. Subbidang Pekerjaan Umum darr Penataan Ruang;

2. Subbidang Perulahan, Kawasan Permukiman' Pertanahan dan

Perhubungan; dan

3. Subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatal'

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan' terdiri atas :

1. Subbidang Pengkajian, Penelitian' Pengembangan dan Kerja sama

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
2. Subbidang Pengkajian, Penelitian' Pengembangan dan Kerja sama

Bidang Sosial BudaYa; dan
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3. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah;

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCI.AN TUGAS

Bagran Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) huruf a
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitiar
dan pengembangan daerah daerah yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang_perundangan.
Kepala Badan dalam melaksalakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dal sumber daya alam;
b. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan budaya;
perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan pengembanga*n
wilayah;

perumusan pelaksanaan kebijakan, pelakasaraan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan;
perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
peiaksarraan administrasi Badan; dan

(2)

c

d

e

f
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dan fungsinya.

(3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menJiusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
mengqerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta

men,'usun Renstra Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. merumuskan program kerja sesuai Renstra Badan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup
Badan;

d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan

tugasnya;

e. mengarahkan pelaksanaan tug,as pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;

f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;

g. memecahkan masalah dalam peiaksanaan tugas pokok organisasi

agar senantiasa berjalan oPtimal;

h. mengevaluasi pelal<sanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa

sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, pmgram,
kegiatan, k.rurg".r, umum' perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Badan;

j.menyelenggarakankebijakanteknisdibidangekonomidansumbcr" daya -".r]i"i", bidang sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah serta bidang penelitian dan pengembangan;

k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian'
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam
rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;

m.menilaihasilkerjaaparatursipilnegaradalamlingkunganBadan;
n. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

o. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis'
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian,
perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi
dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(2) Sekretaris dalam melalsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perum\rsan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan
pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas penyele rrggaraarr umsan di bidang
perencanaan;

c. perLrmusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi
kegiatan pada bidang keuangan;

d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar be{alan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bahan penyusunan program Badan;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dal perumusan kebijakan
teknis di lingkungan Badan;

i. rnelaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan rlnlam iingkungan
Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatal;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi pen)rusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;

k. melaksanakan dan mengoordinasikal pengolahan dal penyajian
data dan informasi;
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(1)

(2\

(3)

l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;

m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan aparatur;

n.melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi
keuangan dan aset;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan
organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Badan;

p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urLlsan rumah
tangga Badan;

q. meiaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan
protokoler;

r. mela-ksanal<an dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang;

s. men].usun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dart

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai

tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan

mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan

laporan kine{a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

perundangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pe,ierrcarraarr;

b. pemberian dukungan atas pelaksalaan tugas di bidang

perencanaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok

"ebrgaimaoa 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta

penganggaran Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yartg

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalal sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
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d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas daiam lingkup
Subbagian;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penlrusunan
perer;car.aar^ prografi kegiatan dan anggaran;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan pen,'usunan data dan
informasi statistik perencanaan, penelitian dan pengembangan
daerah;

h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan peny'usunan laporan
akuntabilitas kinerja Badan ;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menlrusun rancangan
rencana strategis;

j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran
pendapatan Badan;

k. menyiapkan bahan dan men1rusun dokumen pelaksanaan kegiatan
dan anggaran;

1. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran;

m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Badan;

n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data

berbasis teknologi informasi;

o.men]rusunlaporanhasilpelaksanaantugasSubbagianperencanaan
danmemberikansaranpertimbangankepadaatasansebagaibahan
perumusan kebijakan; dan

p.melakukantugaskedinasanlainyangdiperintahkanolehatasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untr-rk

mendukung kelalcaran pelaksanaan tugas'

Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat lll
huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai

tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan'

menghimpun, mengolah dan melaksanakan penghimpunan bahan dan

mengelola administrasi keuangan meiiputi pen)'usunan anggaran'

penggunaan, pembukuan, pertanggunglawaban dan pelaporan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan'

(21 Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'
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(3) Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
penganggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang,
pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi
bahan proses lebih lanjut;

h. mengoordinasikan dan menyusun ke{a salna anggaran;

i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta
verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;

k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

m. men1rusun realisasi perhirungan anggaran;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti
laporan hasil Pemeriksaaan;

p. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan

aset;

q. menJrusun laporan hasil pelaksalaan tugas Subbagian Keuangan

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan
Pasal 2 aYat (1) huruf
Subbagian memPunYai

urusan ketatausahaan,
penghapusan barang,

Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala

tugas pokok memimpin dan melaksanakan

administrasi pengadaan' pemeliharaan dan

urusan rumah tangga serta mengelola
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administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.

(21 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian;

c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
umum dan kepegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepaia Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalal sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas daiam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaiuasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta
administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan
perpustakaan;

h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,
kehumasan, dan keprotokolan;

i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urLls€rn rumah
tangga;

j. mengoordinasikan dan meLakukan pemeliharaan kebersihan dan
pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang
serta men,'usun laporan barang inventaris;

l. menyiapkan bahan dan men),usun administrasi pengadaan,
pendistribusian, dan pemeriharaan inventarisasi dan penghapusan
barang;

n. menyiapkan bahan, mengelola dan menghirapun daftar hadirpegawai;

o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas danperjalanan dinas pegawai;
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p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
orgalisasi dan tata laksana;

q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting Pegawai;

r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :

usul kenaikan pangkat;
perpindahan;
pensiun;
penilaian pelaksanaan pekedaan;
kenaikan gaj i berkala;
cuti;
lzin;
masa keda;
peralihan status; dan

1 O. layanan administrasi kepegawaian lainnya.

s. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda
jasa pegawai negeri sipii;

t. menyiapkan bahan perumusan kebijalan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

u. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis
teknologi informasi;

v. menghimpun dan menyosialisasikan
undangan di bidang perencanaan dan
berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan;

w. menyiapkan bahan dan mengoordinasikal administrasi perr)'usunan

produk hukum di lingkungan Badan;

x. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan

Kepegawaian dan memberikal saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan pemmusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

(1) Bidang Ekonomi dan sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang'

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan

kebiiakan teknis, membrikan dukungan atas penyelenSSaraan urusan
Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan, men5rusun,

mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program

dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(21 Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanskan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian
pengendalian, monitoring dan evaluasi

1

2
o
4
5
6
7
8
9

peraturan
kepegawaian

perundang-
serta yang

dukungan, pembinaan,
pelaksanaan tugas di

11



subbidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah,
transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di
subbidang keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberial dukungal, pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di
subbidang lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan
pangan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan iain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. melaksanakan perumusan pen1rusunan kebijakan bidang
pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

h. mengoordinasikal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,.

i. mengoordinasika:
dan Sumber 

"#f;H""unan 
Rancangan RPJPD bidang Ekonomi

1' mengoordinasikan penyusunar Rancaagan R.JMD bidang Ekonomidan Sumber Daya Alam;
k' mengoordinasikan pen)'usunan Rancangan RKpD bidang Ekonomidan Sumber Daya AIam;
l. mengoordinasikan rEk.;;r;;;;*:"Jffffi. Ru'""'g"'' KUA PPAS bidang

m. mengoordinasikan penJrusunar
dan Sumber Daya AIam;

Rancangan RKA bidang Ekonomi

n. mengoordinasikan oes"-;;';;r;;;;l'"^""nan Rancansan DPA bidang Ekonomi dan
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o. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah
bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

p. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang Ekonomi
dan Sumber Daya Alam;

q. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJMD bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

r. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RKPD bidalg Ekonomi
dan Sumber Daya Alam;

s. mengoordinasikan penyusunan l,aporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam;

t. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam;

u. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat

Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan

Provinsi dan Kementerian / Lembaga;

v. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

w. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

x. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

y. menlrusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan
sumber daya alam dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

(1) Subbidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 2 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di
Subbidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah,

transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-perundangan.

(2) Kepala Subbidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :



a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang
perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi,
tenaga kerja dan perindustrian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbidang
perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi,
tenaga kerja dan perindustrian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang perdagangan,

koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi, tenaga kerja dan

perindustrian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas setlagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perdagangan, koperasi dan usaha kecil

menengah, transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

I,]erata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalarn lingkup SubLridang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencan a, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Subbidang;

f. merancang penJrusunan Rancangan RPJPD urusan Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

Perindustrian;

g. merancang pen1rusunan Rancangan RPJMD urusan Perdagangan'

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Ke{a dan

Perindustrian;

h. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Perdagangan'

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

Perindustrian;

merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Perdagangan'

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

Perindustrian;

merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Perdagangan'

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

I

J

Perindustrian;

k. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Perdagangan'

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi' Tenaga Kerja dan

Perindustrian;



1. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi,
Tenaga Kerja dan Perindustrian;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
Perindustrian;

n. menfapkan pelaksaraan musrembang RPJMD urusan Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
Perindustrian;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
Perindustrian;

p. merancang peny'usunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

Kepala Daerah \lrusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
Perindustrian;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi,
Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan Propinsi dan
Kementerian / l,embaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada satuan
kerja perangkat daerah urLlsan Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
Perindustrian;

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi

untuk urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Transmigtasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;

v. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;

w. merencanakan dan men)'usun pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan atas pelaksanaan perencalaan pembangunan daerah

urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

Perindustrian dan memberikan saran pertimbalgan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaral pelaksanaan tugas.

Pasal 10

(1) Subbidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di Subbidang keuangan, penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
perundangan.

(21 Kepala Subbidang Keualgan, Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan,
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan,

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan, perranaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

<1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan penetapan pajak dan retribusi daerah

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuairencana,tepatwaktu,berkualitasdalamlingkupSubbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Subbidang;

f. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Keuangan'

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

g. merancang penyusunan Rancangan RPJMD urusan Keuangan'

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

h. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Keuangan'

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

i. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Keuangan'

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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j. meranca-ng pen5rusunan Rancangal RKA urusan Keuangan,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

k. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Keuangan,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

I. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Keuangan,

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

n. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Keuangan,

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Keuangan,

Penanamal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

p. merancang penyusunan l,aporan Keterangan Pertanggungiawaban

Kepala Daerah dalam urusan Keuangart, Penanamart Moda-l dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q. merencanakan pelalsanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan Keuangan,

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten urusan Keuangan, Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Provinsi dan

Kementerian/ Lembaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Keuangan, Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Keuangan, Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat' Provinsi

untrrk urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

v. melalukan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah urusan Keuangal, Penanaman Modal dan

Peiayanan TerPadu Satu Pintu;

w. merencanakan dan men5rusun pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

urllsan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Keuangan'

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oieh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'
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Pasal 11

(1) Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan p€ny\rsunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di Subbidang lingkungan hidup, pertanian, kelautan,
perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

perundangan.

(2) Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan, Perikanan

dan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan
hidup, pertanian, keiautan, perikanan dan pangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang lingkungan
hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup,

pertanian, kelautan, perikanan dan pangan; dan

d.pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehatasansesuaidengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepaia Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan, Perikanan

dan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan lingkungan hidup, pertanian, kelautan'

perikanan dan palgan sebagai pedomal pelaksanaan fugas;

b.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksalaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, be rkualitas dalam lingkup

Subbidang;

l. merancang Penf-lsunan Rancangan RPJPD urusan lingkungan

hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

g. merancang pen5rusunan Rancangan RPJMD urusan lingkungan

hidup, pertanian, kelautan' perikanan dan pangan;

h. merancang penlusunan Rancangan RKPD urusan lingkungan hidup'

pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

i. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan lingkungan

hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

j. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan lingkungan hidup'

pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;
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k. merancang pen5rusunan Rancangan DPA urusan lingkungan hidup,
pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

i. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urllsan lingkungan
hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

n. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan lingkungan
hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan lingkungan
hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

p. merancang pen)T rsunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

Kepala Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan,
perikanan dan pangan;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah urusan lingkungan hidup,
pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat

Daerah Kabupaten urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan,
perikanan dan pangan dengan Provinsi dan Kementerian/ Lembaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah Kabupaten urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan,
perikanan dan pangan;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan lingkungan hidup,
pertanian, kelautan, perikanan dan pangan;

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi

untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan
pangan;

v. melakukan penge lolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian,
kelautan, perikanan dan Pangan;

w. merencanakan dan men5rusun pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

urusan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan
pangan;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Lingkungan

hidup, pertanian, kelautan, perikanan dan pangan serta memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijalan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

19



Bagian Keempat

Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 12

(1) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggarazrn urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan, menlrusun, mengendalikan,
mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di
bidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-perundangan.

(21 Kepala Bidang Sosiai dan Budaya dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di
subbidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan
dan kearsipan;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di
subbidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di

subbidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan

olahraga, kepegawaian, sekretariat daerah serta Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

(3) Kepala Bidang Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,

operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dal mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Bidang;
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g. melaksanakan perumusan penJrusunan kebijakan bidang
pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
bidang Sosial dan Budaya;

h. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;

i. mengoordinasikan pen1rusunan Rancangan RPJPD bidang Sosial dan
Budaya;

j. mengoordinasikan pen)'usunan Rancangan RPJMD bidang Sosial
dan Budaya;

k. mengoordinasikan pen5rusunan Rancangan RKPD bidang Sosial dan
Budaya;

l. mengoordinasikan penJrusunan Rancangan KUA PPAS bidang Sosial
dan Budaya;

m. mengoordinasikan pen5rusunan Rancangan RI(A bidang Sosial dan
Budaya;

n. mengoordinasikan penJrusunan Rancangan DPA bidang Sosiai dan
Budaya;

o. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah

bidang Sosial dan Budaya;

p. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang Sosial

dan Budaya;

q. mengoordinasikan pelalsanaan musrenbang RPJMD bidang Sosial

dan Budaya;

r. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang Sosial

dan Budaya;

s. mengoordinasikan pen1rusunan l,aporan Keterangan

Pertanggungiawaban Kepala Daerah dalam bidang Sosial dan
Budaya;

t. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan
Budaya;

u. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat
Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya dengan provinsi dan
Kementerian/ [rmbaga;

v. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;

w. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;

x. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
bidang Sosial dan Budaya;

y. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan
Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada "1."", sebagai
balran perumusan kebijakan; dan



z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

(1) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan
Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf d angka
1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di Subbidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perpustakaan
dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
perundangan.

(21 Kepala Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan
dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial' pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesehatan,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan,

pemberdayaan masyaralat dan desa, sosial, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Sosial, Pemberdayaal Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan

dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rinciar tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan

desa, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak'

perpustakaan dan kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agat

be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Subbidang;
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f. merancang pen)'usunan Rancangan RPJPD urusan Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

g. merancang pen)'usunan Rancangan RPJMD urusan Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

h. merancang penJrusunan Rancangan RKPD urLlsan Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

i. merancang pen)'usunan Rancangan KUA PPAS urllsan Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

j. merancang penyusunan Rancangan RKA urusan Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

k. merancang penJrusunan Rancangan DPA urusan Kesehatan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

l. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan

Kearsipan;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urLlsan Kesehatan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

n. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Kesehatan,

Pemberdayaan Masyalakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

o. menyiapkan pelalsanaan musrenbang RKPD urusan Kesehatan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

p. merancang penlmsunan I-aporan Keterangan Pertanggungiawaban

Kepala Daerah dalam bdang urusan Kesehatan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dal harmonisasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Kesehatan'

Pemberdayaal Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan

Perempual, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak'

Perpustakaan dan Kearsipan dengan Provinsi dan

Kementerian / l,embaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Kesehatan'

)2



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan ;

u. merencanakan dukungal pelaksanaal kegiatan Pusat, Provinsi
untuk urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perpustakaan
dan Kearsipan;

v. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Sosia-l, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Perpustakaan dan Kearsipan;

w. merencanakan dan meny,usun pengendalian, monitoring, eva-luasi
dan peiaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urLlsan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, perpustakaan dan
Kearsipan;

x. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, pemberdavaan
Perempuan, perlindungan Anak, perpustakaan a" X."."if"r- Jrnmemberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahanperumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan olehbaik lisan maupun tertulis 
"."rri Uia".rg tugasnyamendukung kelancaran pelaksanaan t _,ga".

atasan
untuk

r) subbidang Ketentra 
Pasal 14

[1**1fl; i.], :]:. ::li ff' " f"il",Y: :- se * a pe r, i n d u n ga n

2 avat (t) hurur d "l*-1.1':'i:".";'"';;;';,;ut'" 

Sipil' Pengendalian

mempunyai,rgu" JYk? 
z aipimpin-Jr?i"'ana 

dimaksud dalam Pasal
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-"-i-i'; 
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b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,
kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan
dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjaian sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar bedalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Subbidang;

f. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

g. meriancang penyusunan Rancangan

dan Ketertiban Umum serta
RPJMD urusan Ketentramal
Perlindungan MasYarakat,

KependudukandanPencatatanSipil,PengendalianPendudukdan
Keluarga Berencana;

h. merancang pen)'usunan Rancangar RKPD urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

i. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urusan Ketentraman

danKetertibanUmumsertaPerlindungarrMasyarakat,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

j. merancang pen5rusunan Rancangan RKA urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan



dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

k. merancang peny'usunan Rancangan DPA urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

l. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Ketentraman

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

n. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urLlsan Ketentraman

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Ketentraman

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,

Kependudukan dal Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

p. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah dalam bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan

PencatatanSipil,PengendalianPendudukdanKeluargaBerencana;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana

dengan Provinsi dan Kementerian/ kmbaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan

dan Pencatatan Sipii, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;
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(1)

\21

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi
untuk urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana;

v. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urLlsan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

w. merencanakan dan men1rusun pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Ketentraman

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat'

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasal 15

Subbidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan' Kepemudaan dan

Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

""brg.L.r* 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11huruf d angka 3 dipimpin

oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis'

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan prograrn dan kegiatan

di Subbidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan' kepemudaan dan

olahraga, kepegawaian, sekretariat Daerah dal sekretariat dewaa

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan'

Kepala Subbidang Pendidikan, Pariwisata' Kebudayaan' Kepemudaan

dan Olahraga, Kepegawaian' Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelengga rakan fungsi :

a. penyiapan bahan pJrumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan'

p^'i*i.^t^, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian,

sekretariat Daerah dan sekretariat dewan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan'

pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga' kepegawaian'

sekretariat Daerah dan sekretariat dewan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan' pariwisata'

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga' kepegawaian' sekretariat

Daerah dan sekretariat dewan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'
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(3) Kepala Subbidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.merencanakan kegiatan pendidikan, pariwisata, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, kepegawaian, sekretariat Daerah dan
sekretariat dewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. meralcang penyusunan Rancangan RPJPD urusan pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daera-L;

g. merancang pen,'usunan Rancangan RPJMD urusan pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat
Daerah;

h. meralcang penJrusunan Rancangan RKPD urusan pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,
sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat
Daerah;

i. merancang pen5rusunan Rancangan KUA ppAS urusan pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat
Daerah;

j. merancang pen5rusunan Rancangan RKA urusan pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat
Daerah;

k. merancang pen5rusunan Rancargan DpA urusan pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,
sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwak an Rakvat
Daerah;

l. menganalisis r€rncangan Renstra perangkat Daerah urusan
Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,
Kepegawaiar, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan
Rakyat Daerah;
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m. menyiapkan pelal<sanaan musrenbang RPJPD urusan Pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dal Olahraga, Kepegawaial,
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

n. menyiapkan pelaksanaan rmrsrenbang RPJMD urusan Pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian,

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

p. merarcang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah dalam bidang urusan Pendidikan, Pariwisata,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen

Perencanaan PemLlangunan Daerah urusan Pendidikan, Pariwisata,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat

Daerah Kabupaten urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan'

Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan dengan Provinsi dan Kementerian/ kmbaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah Kabupaten urusan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan'

Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD,RPJMD,RKPDsertaAPBDurusanPendidikan'Pariwisata'
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian' Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Rrsat' Provinsi

untuk urusal Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan

dan Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan RakYat Daerah;

v. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah urusan Pendidikan' Pariwisata' Kebudayaan'

Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian' Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

w. merencanakan dan men)rusun pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

urusanPendidikan,Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaandan
Olahraga, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan RakYat Daerah;
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x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan,
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasal
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 16

(1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf e dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanatan
perlrmusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina,
mengoordinasikan, men5rusun, mengendalikan, mengawasi,
mengevaluasi dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.

(2\ Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di
subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukunga,n, pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di
subbidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

c. perLrmusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di
subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wiiayah dalam
ayat (1)melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

pedoman
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e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. melaksanakan perLrmusan pen1rusunal kebijakan bidang
pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

h. mengoordinasikan perencanaan, peiaksanaan dan pengendalian
pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;;

i. mengoordinasikan penJrusunzrn Rancangan RPJPD bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

j. mengoordinasikan penlrus\rnan Rancangan RPJMD bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

k. mengoordinasikan pen5rusunan Rancangan RKPD bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

1. mengoordinasikan pen)rusunan Rancangan KUA PPAS bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

m. mengoordinasikan penJausunan Rancangan RKA bidang Infrastruktur
dan Pengembangan WilaYah;

n. mengoordinasikan pen)rus\rnan Rancangan DPA bidang Infrastruktur
dan Pengembangan WilaYah;

o. melaksanal<an verifikasi rarrcar,gan Renstra Perangkat Daerah

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

p. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

q. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJMD bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

r. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang

I nfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

s. mengoordinasikan pen5rusunan Laporan Keterangan

PertanggungjawabanKepalaDaerahdalambidanglnfrastrukturdan
Pengembangan Wilayah;

t. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

DokumenPerencanaanPembangunanDaerahBidanglnfrastruktur
dan Pengembangan WilaYah;

u. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dengan Provinsi dan Kementerian/ lrmbaga;

v. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan

Keda Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastmktur dan

Pengembangan WilaYah;
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w. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;

x. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 17

(1) Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang

Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan pen)'usunan kebijakan teknis,

membina, mengoordinasikan dan melaksalakan program dan kegiatan

di Subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(21 Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan

umum dan Penataan ruang;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar be{alan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Subkridang;



f. merancang penyusunan Rancangan RPJPD urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

g. merancang pen5rusunan Rancangan RPJMD urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

h. merancang penyusunan Rancangan RKPD urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

i. merancang peny'usunan Rancangan KUA PPAS urusarl Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

j. merancang pen5rusunan Rancangan RKA urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

k. merancang pen)'Lrsunan Rancangan DPA urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

1. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urllsan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

n. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

p. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunglawaban

Kepala Daerah dalam bidang urusarl Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Keda

Perangkat Daerah Kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan Provinsi dan Kementerian/ Lembaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengal DPRD terkait

RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Pekerjaal Umum dan

Penataan Ruang;

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatal Pusat, Provinsi

untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

v. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;

w. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring' evaluasi

dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
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x. men)'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidarg Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18

(1) Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan
Perhubungan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (1) huruf e

angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyrrsunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di Subbidang perumahan, kawasan permukiman,
pertanahal dan perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.

(21 Kepala Subbidang Perumahan, Kawasal Permukiman, Pertanahal dan
Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan,
kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perumahan,
kawasan permukiman, pertanahar dan perhubungal;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan
permukiman, pertanahan dan perhubungan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbidang Perumahan, Kawasan permukiman, pertanahan dan
Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perumahan, kawasan permukiman,
pertanahan dan perhubungan sebagai pedomal pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar be4'aian sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelalsanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup SuUnidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agarberjalan sesuai rencana, tepat waktu; ber'kualitas a?f"- fi.gt"p
Subbidang;

f. merancang penyusunan Rancangan RpJpD urusan perumahan,
Kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan;

g. merancang penlrusunan Ra'rcaIlgan RPJMD urusan perumahal,
Kawasal permukiman, pertanahai dan perhubungan;

Perumahan,
h . merancang pen]rusunErn Rancangaa RKpD urusanKawasan permukiman, pertanahan"dl i.itlur.rrs"rr;
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i. merancang penyusunan Rancangan KUA PPAS urLlsan Perumahan,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

j. merancang pen5rusunan Rancangan RKA urusan Pen:mahan,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

k. merancalg penyusunan Rancalgan DPA urlrsan Perumahal,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

l. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Perumahan,
Kawasan Permukiman, Pertanahal dal Perhubungan;

n. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJMD urLlsan Perumahan,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urusan Perumahan,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

p. merancang pen)rusunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah dalam bidang urusan Perumahal, Kawasal
Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten urusan Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan dengan Provinsi dan
Kementerian/ Lembaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD urusan Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi
untuk urusal Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertalahan dan
Perhubungan;

v. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan Daerah urusan Perumahan, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Perhubungan;

w. merencanakan dan menyusun pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan
Perhubungan;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perumahan,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan dal
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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Pasal 19

(1) Subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oieh seorang
Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan pen)rusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di Subbidang komunikasi, informatika dan kecamatan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(21 Kepala Subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi,
informatika dan kecamatan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang komunikasi,
informatika dan kecamatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi,
informatika dan kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbidang Komunikasi, Informatika dan Kecamatan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan komunikasi, informatika dan kecamatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar be{alan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. merancang penyusunan Rancangan RpJpD urusan Komunikasi,
Informatika dan Ke camatan;

g. merancang pen5rusunan Rancangan RPJMD urllsan Komunikasi,
Informatika dal Kecamatan;

h. merancang penyusunan Rancangan RKpD urusan Komunikasi,
Informatika dan Kecamatan;

i. merancang pen]'usunan Rancangan KUA ppAS urusan Komunikasi,
Informatika dan Kecamatan;

j. meralcang pen5rusunan Rancangan RKA urusan Komunikasi,
Informatika dan Kecamatan;
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k. merancang penyusunan Rancangan DPA urusan Komunikasi,
Informatika dan Kecamatan;

1. menganaiisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;

m. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Komunikasi,
Informatika dan Kecamatan;

n. menyiapkan pelaksanaal musrenbang RPJMD urusan Komunikasi,
Informatika dan Kecamatan;

o. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RKPD urLlsan Komunikasi,
Informatika dan Kecamatan;

p. merancang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

Kepaia Daerah dalam bidang urusan Komunikasi, Informatika dan

Kecamatan;

q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Komunikasi, Informatika
dan Kecamatan;

r. merencanakan sinergitas dart harmonisasi kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten un-rsan Komunikasi, Informatika dan

Kecamatan dengan Provinsi dan Kementerian ll-embaga;

s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten urusan Komunikasi, Informatika

dan Kecamatan;

t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD,RPJMD,RKPDsertaAPBDurusanKomunikasi,lnformatika
dan Kecamatan;

u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi

untuk urusan Komunikasi, Informatika dan Kecamatan;

v. melakukan pengelolaan data dan informasi perencanrn
pembangunan daerah urusan Komunikasi, Informatika dan

Kecamatan;

w. merencanakan dan menlrusun pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

urusan Komunikasi, lnformatika dan Kecamatan;

x. menirusun laporan hasil pelaksanaan t\rgas Subbidang Komunikasi'

Informatika dan Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertuiis sesuai bidang tugasnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'



Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan
kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan'

(21 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan' pemberian dukungan,
pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang

pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang

ekonomi dan infrastruktur;
b. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemberian dukungan,

pembinaan,monitoringdanevaluasipelaksanaantrrgassrrbbidang
Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Sosial

Budaya;

c. perumusan kebijakan teknis, perencanaan' pemberian dukungan'

pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang

monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

(3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan

tugaspokoksebagaimanadimaksudpadaayat(1)mempunyairincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan'
operasionaiisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkua'litas dalam lingkup Bidang;

e. menBatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan dalam lingkuP Bidang;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis

kebij"akan pada aspek ekonomi dan Sumber Daya Alam' Sosial

budaya, Infrastruktur & Pengembangan Wilayah;

i. melaksanakan penl'usunan perumusan perencanaan pelaksanaan

koordinasi, kerja sama penelitian dan pengembangan- di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan lembaga lain serta

membantu kegiatan p".,tliti"t' dan pengembangan yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
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j. memberikan fasilitasi rekomendasi/ izin penelitian sesuai dengan
ketentuan yang berlalu;

k. melaksanakan penJrusunan rencana koordinasi pelaksanaan
pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan
serta penyusunan data dan informasi litbang;

L melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pengkajian,
penelitian, pengembangan dan kerja sama ;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;

n. mengoordinasikan pen]'Lrsunan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan
Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelartcaran pelaksanaan tugas.

Pasal 2 1

( 1) Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayal (l) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan peny:sunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang pengkajian,
penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan

infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

perundangan.

(21 Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja

sama Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian,
penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan

infrastruktur;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengkajian,
penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dart

infrastruktur;

c. pembinaan dal pelaksanaan tugas di bidang pengkajian'
penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan

infrastruktur; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja

sama Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan
kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
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b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksalaax tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang
ekonomi dan infrastruktur; .

g. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang
ekonomi dan infrastruktur;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengkajian, penelilian,
pengembangan dan keda sama bidang ekonomi dan infrastruktur;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, penelitian,
pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pengkajian,- penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang ekonomi dan
infrastruktur;

k. menyiapkan bahan peyajian data dan informasi di bidang
p..tgt ^ji".r, 

penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang
ekonomi dan infrastruktur;

l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan
kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur;

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bida-ng pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang
ekonomi dan infrastruktur;

n. men1rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengkajian,
Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Ekonomi dan

Infrastruktur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran peiaksanaan tugas'

Pasal 22

(1) Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll
huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang' mempunyai

tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

p..r1'r"r.,.r".t kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang pengkajian '

penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundartgan'

Kerja
pokok

(21 Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan

sama Bidang Sosial Budaya dalam rnelaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian,
penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengkajian,
penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian, penelitian,
pengembangan dan ke{a sama bidang sosial budaya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Ke{a
sama Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan
kerja sama bidang sosial budaya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyeiia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan i bidang
pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial
budaya;

g. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial
budaya;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengkajian, penelitian,
pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, penelitian,
pengembalgan dan kerja sama bidang sosial budaya;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pengkajian,
penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial budaya;

k. menyiapkan bahan peyajian data dan informasi di bidang
pengkajian, penelitian, pengembangan dan kerja sama bidang sosial
budaya;

l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di bidang pengkajian, peneiitian, pengembangan dan
kerja sama bidang sosial budaYa;

m. menyiapkan bahan monitoring, eva-luasi dan pelaporan di
bidang pengkajian, penelitian, pengembangan dan ke{a sama bidang
sosial budaya;

n. menJrusun laporan hasil peiaksanaan tugas Subbidang Pengkajian,
Penelitial, Pengembangan dan Kerja sama Bidang Sosial Budaya dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijal<an; dan
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(l)

t2l

(3)

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf f angka 3 dipimpin oleh seorang

Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan penlrusunan kebijakan teknis,

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan

di Subbidang monitoringdan evaluasi dan pelaporan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggaraka n fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di monitoring dan

evaluasi dan pelaporan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang

monitoringdan evaluasi dan pelaporan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang monitoringdan evaluasi

dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

KepalaSubbidangMonitoringdanEvaluasidanPelaporandalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yartg

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

...r"L., tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agan. berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tuga? pokok orgalisasi l8ar
berjian sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Subbidang;

f. mempersiapkan dan mengolah bahan yang berkaitan dengan

t "girir., 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka

p"iy'r"r.rro pola dasar pembangunan daerah;

s. memoersiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring'
- evaiuasi, h^tt pelaporan dalam rangka penyusunan rencana

pembangunan tahunan daerah;

h. mempersiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring'

evaluasi, 
-daa, pelaporan dalam rangka pen)rusunan rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. melakukan penyusunan konsep perencanaan monitoring' evaluasi'

dan pelaporan yang akan dijadikan dasar untuk keperluan

p"r..riat "r.t 
pembangunan selanjutnya;



(1)

\2\

j. melakukan evaluasi dan menyT rsun laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah;

k. menl.usun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring
dan Evaluasi dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan wajib dan taat
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan'

Kepala Badal mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan
Peiangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan.

Pasal 25

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian' Kepala

Sutbidang, Pejabat Fungsional dan pegawai pada Badan Perencanaan'
peneiitiaridan pengembangan Daerah wajib melaksanakan tugas masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

-.""r:"pt"" prinsi[ koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,

simplifri<asi, u.k -rtttu.bilit *, transparansi, efektivitas dan e{isiensi'

Pasal 26

( 1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian' Kepala

Subbidang, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan wajib

memimpin, mengoord.inasikan, memberikan bimbingan' memberik'an

petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan

masing-masing.

(21 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian' Kepala

Subbidang, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan mengikuti dan

mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 27

Kepala Badan, Sekretaris, Kepaia Bidang, Kepala -subbagian' 
Kepala

sriutia^.,g, Pejabat rungsional dalam hngkungan u"d"l 
-TiilYsi 

dan

-."g""ar1it"ti pelaksa"naan tugas bawahan masing-masing serta

-""E"-Uff t.ngk,h yang diperlukan apabila menemukan adarya

;;;;il;;*"n d"anlatau it'?ik,"l penvimpangan sesuai dengan ketentuan

p.."tr.", Perundang-undangan'
Pasal 28

KeoalaBadan,sekretaris,KepalaBrg*g,,["p"t"subbagian'Kepala
su'ubidane; Pejabat F;s;;; ;J"tti ri"i*"t'e"" Badan wajib

menyampaikan laporan iui-t*atft Pelaksanaan tugas kepada atasan

masing-masing sesuar;;;'"t ketentuan peraturan perundang-

(1)

undangan.
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a
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 35 Tahun 2OO8 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan

Struktural pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 35), dicabut darr

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 7 November 2o16

BUPATI LUWU TIMUR,

. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 7 NOvember 2016

SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BEzuTA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2O16 NOMOR : 52
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